SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang
melakukan inventarisasl barang milik daerah paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang
milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah
yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui
inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

‘Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4333);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

“Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa,
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Mililk Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan
Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
561Q);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK

TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA
MAKASSAR.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

oas

1.

12.
13.

14,

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kota adalah Kota Makassar.

Daerah adalah Kota Makassar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

Walikota adalah Walikota Makassar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjuinya disebut UPTD adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Barang,

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Makassar selaku Kuasa Pengguna Barang.

. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang

mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang;

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya.
Inventarisasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Inventarisasi BMD
adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dikuasai Pemerintah
Kota Makassar untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris
yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kartu Inventaris Barang yang selanjuinya disingkat KIB adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris secara tersendirl atau kumpulan/kolektif
dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain
mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan
lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.

Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat Bl adalah himpunan catatan data
teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil
inventarisasi di masing-masing Perangkat Daerah/UPTD.

Buku Induk Inventaris yang selanjutnya  disingkat BIl  adalah
gabungan/kompilasi dari buku inventaris.

Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut rekap Bl adalah
rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama
bidang barang, jumlah dan harga/nilai.

Kodefikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang pada setiap barang
inventaris yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. LIAT PERMEN 108

Pihak Lain adalah Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah.
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23.

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan
sebagai pengolah data pengelolaan BMD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Inventarisasi BMD adalah guna mendapatkan data barang yang
benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Inventarisasi BMD adalah untuk:

1.
2.
3.

4.

(2)

(3)

mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;

memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi,
jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai dari setiap BMD;
mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan
pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan

mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BMD

Pasal 4

Petunjuk teknis inventarisasi BMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan
inventarisasi BMD Pemerintah Kota.

Sisternatika Petunjuk teknis inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pendahuluan

b. sasaran inventarisasi BMD

¢. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan inventarisasi BMD

d. kodefikasi Barang Milik Daerah meliputi Kodefikasi Barang, Kode Lokasi dan
Kode Register.

€. Penutup.

Uraian petunjuk teknis inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1P Pelaksanaan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

(2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara serentak dan berjenjang, mulai dari tingkat unit kerja terendah hingga
tingkat kompilasi seluruh lingkup Pemerintah Kota Makassar,



(3) Mekanisme dan tata cara, serta format inventarisasi BMD ditetapkan lebih
lanjut Keputusan Pengelola Barang.

(4) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap tahun.

(5) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi secara serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

(6) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi untuk barang milik daerah berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan ditetapkan oleh Pengguna
Barang.

(7) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil Inventarisasi barang
milik daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pengelola
Barang.

Pasal 6
Setiap Pengguna Barang yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal
pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah secara tertib dan benar sesuai
jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Okteber 2918

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 95 oxteber 2918

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
A.NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 46



